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JAKARTA - Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia (KNTT)
mengaku tidak setuju dengan
kebijakan Pemprov DKI Ja-
karta terkait reklamasi. Baik
itu pencabutan segel, hingga
penyerahan pengelolaan kepada
BUMD, yakni PT Jakarta Prop-
ertindo. “Keberatan lah,” ujar
Ketua Harian DPP KNTI Marthin
Hadiwinata, kemarin (18/12).

Marthin yang juga tergabung
dalam Koalisi Selamatkan Teluk
Jakarta (KSTJ) ini mengungkap-
kan, beberapa waktu ke belakang
muncul mengenai polemik men-
genai pengelolaan pulau reklam-
asi. “Sejak awal kami berharap
pemprov membongkar bangu-
nan-bangunan yang berdiri di
Pulau D. Pulau ini merupakan
bagian dari pulau reklamasi Te-
luk Jakarta,” kata dia. .,

[a juga-memaparkan menge-

_nai tiga langkah menghentikan

tenggelamnya Jakarta. Hal iti
dikirimkannya sebagai siaran |
pers pada November lalu. Ja- ‘

karta disebut-sebut akan teng-

gelam oleh salah satu kandi-

..dat calon presiden. Pada tahun

2025, air di laut utara Jakarta
diramal akan mencapai Bunda-

‘ran Hotel Indonesia sebagai

dampak dari perubahan iklim.
Respon pemerintah maupun
kandidat presiden terhadap

_prakiraan bencana banjir terse~

but dalam satu suara, mempro-
mosikan proyek infrastruktur
bertajuk National Capital In-
teprated Coastal Development

(NCICD) alias Pengembangan
Terpadu Pesisir Ibukota Negara
(PTPIN) yang saat ini berganti
nama menjadi Tanggul Laut.
Proyek Tanggul Laut di Te-

- luk Jakarta juga menjadi salah

satu proyek strategis nasional
yang telah dipaksakan sejak
era Pemerintahan SBY melalui

Masterplan Percepatan dan Per-

luasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI).
“Proyek tanggul laut ini

‘adalah solusi salah untuk

menghentikan tenggelamnya
Jakarta. Malah pemerintah
akan membuat masalah baru,
yaitu tergusurnya rumah hing-
ga sumber kehidupan nelayan
tradisional di Teluk Jakarta yang

hidupnya dari laut,” kata dia.
Reklamasi Teluk ]akarta lanjut
dia, sepatutnya menjadi bahan
beldjar bagi pemerintah karena
telah secara nyata menggusur
579 keluarga nelayan. Sedang-
kan tanggul laut, sebagai mega-
proyek infrastruktur yang akan
dibangun sepanjang 37-40 km
membentang dari Bekasi hingga

‘Tangerang, dapat dipastikan

akan lebih banyak lagi nelayan
yang tergusur dan kehilangan

nyatakan bahwa amblesan ta-
nah mencapai 10-12 em/tahun.
Sementara, laporan Intergov-
ernmental Panel on Climate

‘Change (IPCC) pada tahun 2001

~ selama ini menggantungkan

dan 2007 memproyek51kan
peningkatan permukaan air laut
setinggi satu meter pada tahun
2100 dengan tingkat perubahan
sekitar 1,7 cm per tahun.

Dari data tersebut, dapat dilihat
bahwa penurunan muka tanah
di Jakarta terjadi lebih signifikan

- dan cepat (baca: 7-12 cm perta-

hun) dibandingkan dengan ke-

- naikan permukaan air laut (baca:
; kurang dari 1 cm pertahun).

mata pencahariannya dari laut.

Sedikitnya 16.855 keluarga ne-

layan bakal terusir bila tanggul

laut dibangun. Sampai saat ini
juga, pemerintah tidak memiliki

perencanaan apapun mengenai -

nasib nelayan kecuali penggu-
suran dan relokasi.
“Perencanaan proyek tanggul
laut awalnya sebagai bantuan
dari Kerajaan Belanda, namun
berganti menjadi sarana untuk
memfasilitasi perdagangan jasa
korporasi multinasional asal Be-
landa untuk mendapatkan keun-
tungan dari jasa perencanaan,
konstruksi, pengerukan hingga

Hal ini berarti terdapat faktor
lain yang menjadi penentu penu-

runan muka tanah yang terjadi .

di Jakarta. Kajian dan penelitian

yang telah dilakukan di Jakarta -
 terkait dengan penggunaan air

tanah adalah yang mendorong
penurunan tanah di Jakarta ter-
jadi dengan cepat (Dircke, 2012;
dan Brinkman, 2008).

Selain perubahan iklim, per-
soalan penurunan muka tanah
karena disebabkan praktik
privatisasi air yang dilakukan
pemerintah sehingga memaksa
warga Jakarta menggunakan air
tanah yang mengakibatkan ter-

‘jadinya penurunan muka tanah.

reklamasi. Perubahan paradigma -

ini dikenal dengan istilah “shift-
ing from aid to trade” yang men-
jadi polemik di banyak negara
berkembang termasuk Indone-
sia sebagai prioritas perubahan
paradigma tersebut,” terang dia.
Perubahan paradigma terse-
but, dengan dasar alasan yang
menyatakan Indonesia telah
menjadi ekonomi pendapatan
ekonomi menengah (middle
income country). Seperti dik-
etahui, Bappenas menyatakan
bahwa amblesan tanah di Jakarta
terjadi sekitar 7-10 cm/tahun.
Sumber lain bahkan me-

“Sebab utama penurunan muka
tanah bisa dihentikan dengan
memastikan akses atas air mi-
num dan air bersih dipenuhi oleh
Pemerintah serta memberikan

sanksi tegas bagi industri dan

gedung bertingkat komersial

yang masih menggunakan air

tanah,” tukas d@a; (wok)
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